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SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. 0472/0/1983
tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian smp

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

: a, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertaman ;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umdm
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Memperhatikans
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{". Menetapkan
Pertama

Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di-
pandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
P,

Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;

Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala
perubaban/tambahanya;

Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1960;

Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/8/1979
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayman No. 0145/0/1979,
No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan ®0,0173/0/1983;

Persetujuan Menteri Negara Pendi-ayagunaan Aparatur Negara dalam

surainya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983

MEMUTUSKATN

s 8. Membuka Sekolah Menengah Umum 'I’ingkat Peﬂm (MP) Negeri

b.

Ce

Menunggalkan Filial SMP Negeri menbﬂ&i P NﬁBB-“i
Menegrikan SMP Swasta menjadi S, ngeri . £

di beberapa Propinsi sebagaimana tarsebut pada. lmm 1
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Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisani, dsn tats kerjs
SUP Negeri tersebur pada diktum "Portama® dintur sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan Menteri Pehdidikan dap Kobudayaan No.,:
0370/0/1979+

Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah
sebagainana tersebut pada lampiran II Keputusan 4ni,

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kanter Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan keten—
tuan terscbut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di
wilayahnya.

Kelima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari
Anégaran Pendapaten dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggar—
an yang selaras dengan itu.
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Keenam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah
tersebar di 27 Propinsi. :

Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tetrsendiri:

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
/surat terhitung mulei tanggal 1 Juli 1983.)
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7 ' Ditetapksn di Jakarta
74 ' pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal
ttd.

Soetanto Wirgoprasonto
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disampaikan kepada ;

Sekretariat Negdrd,
Sekretaiat Kabinet,

Semua Menteri Koordinator,
Semua Menteri NegiTd,
Semua Menteri,

Semu& Mendoeri Muda,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Inspektur Jenderal Dépurtemen Pendidikan dan Kebudayaen,

Semuz Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayzan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudaysan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departeren Pendidikan dan Kebufa—
yaan,

Semua Sekretaris Itjenss Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Deparitemen Pendidikan dan Kebu—
dayaan, _ ‘

Semua Direktorat, Instektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departenen
Pendidikan dan Kebudayaan,

Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,

Semua Kantor Wilayah Departe;nen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsd,

Semua Gmbernur Kepala Daeran Tingkat I,

Bemua Koordinator Koordinasi Pérguruan Tinggi Swasta,’

Semua Univ./Inst/Seck. Tinggi/ Akademi dalam lingk: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, :
Badan APemerikda Keuangan, ‘
Ditjen Anggaran,

Ditjen Pajak,

Dit, Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
Semua Kantor Perbendaharaan Negara,

Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

Lembaga Administrasi Negara,'

Ketua DF¥ - RI,

Komisi IX DPR ? RI

Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,

salinan sesuai denqtlﬁ; aglinya
Ko Bagian Penyusunan cangan Peraturan
pai Porundang-Undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
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